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Undang-Undang  Nomor
23/69/KEP/DIR/ 1991 
tidak dilarang untuk dija
sebagian besar daerah K
banyak masyarakat yan
Surat Pernyataan Pemi
sebagai bukti kepemilik
menerimanya sebagai jami
pokok permasalahan dala
kepastian hukum dan b
pembebanan hak tanggun
Mitra  Usaha  Kabupate
empiris. Hasil   peneliti
dilakukan oleh PT BPR C
jaminan atau agunan beru
Pemilikan dan Penguasaa
yang berlaku. Kepastia
dijadikan jaminan akan 
tersebut  selesai  dan  SK
terbit Sertipikat Hak Ta
dalam pembebanan hak 
berpegang pada perjanj
yang mengikat para piha

 

Kata kunci : Perlindunga

ABSTRAK 

AN HUKUM TERHADAP KREDITUR DAL
HAK TANGGUNGAN YANG OBJEKNYA BE

di di BPR Cempaka Mitra Usaha Kabupaten 
Bawang) 

or 4 Tahun 1996 dan SK Direksi Bank Indone
 menyebutkan bahwa tanah –tanah yang belum
ijadikan sebagai jaminan atau agunan pada perb
Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung ma
ng hanya memiliki Surat Keterangan Tanah (

emilikan dan Penguasaan Fisik Bidang Tanah 
kan tanah dan di PT BPR Cempaka Mitra Us

jaminan kredit. Berdasarkan latar belakang ters
lam penelitian ini adalah bagaimanakah proses p

n bagaimana perlindungan hukum terhadap kred
ungan objek yang belum terdaftar pada PT. BPR
en  Tulang  Bawang.  Jenis  penelitian  adalah 
ian   menunjukan   bahwa   poses pengikatan kr

R Cempaka Mitra Usaha Kabupaten Tulang Baw
rupa Surat Keterangan Tanah (SKT) atau Surat 
aan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) sudah sesua

tian hukum mengenai objek yang belum terd
n tercapai jika sertipikat hak atas tanah yang belum

KMHT  dilanjutkan  dengan  pendaftaran  APHT 
Tanggungan (SHT). Perlindungan hukum terhad
k tanggungan terhadap objek yang belum terda
jian kredit yang berkedudukan sebagai perjan
ak yang membuatnya. 

an hukum, Objek belum terdaftar, Hak Tanggun
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LEGAL PROTECTI
OBJECTS ARE NOT

 
Act Number 4 of 1996 a
23/69 / KEP / DIR / 1991
being used as collateral
Regency, Lampung Pro
Land Certificate (SKT) or a
proof of land ownership
as a credit guarantee . 
is how the binding pro
creditors in the impositi
registered at PT. BPR C
of research is empirica
position carried out by 
with collateral or coll
Statement of Physical Ow
in accordance with app
objects that are used as 
that has not been registe
of the APHT so that t
Legal protection for cre
that have not been r
domiciled as the princip

 
Keywords: Legal protec

 
 
 
 
 

 
 
 

ABSTRACT 

ION OF CREDITORS IN LOADING RIGHTS W
T REGISTERED (Study at BPR Cempaka Mitra 

Tulang Bawang) 

and the Decree of the Directors of Bank Indones
1991 state that unregistered lands are not proh

l or collateral in banks. In most areas of Tulan
ovince, there are still very many people who on

) or a Physical Ownership and Mastery Letter (Spor
p and at PT BPR Cempaka Business Partners ca
 Based on this background, the main problem in 

process, legal certainty and how the legal pro
ition of mortgage rights of objects that have

Cempaka Mitra Usaha Tulang Bawang Regency
cal research. The results showed that the cre
y PT BPR Cempaka Mitra Usaha Tulang Bawan
llateral in the form of a Land Certificate (
Ownership and Mastery of the Land Sector (Spor
pplicable regulations. Legal certainty about unr
s collateral will be achieved if the certificate of 
tered is complete and SKMHT is followed by r
the issuance of the Mortgage Certificate (SHT)
editors in the imposition of mortgage  rights for  ob

n registered is holding on to a credit agreeme
pal agreement that binds the parties making it. 

ction, Objects not yet registered, Mortgage righ 
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